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KATA PENGANTAR 

 

 

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan 
peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku 
pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan 
pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, peran serta penyelenggara 
pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat 
diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara 
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan  Pelayanan Publik 
sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, 
transparan, dan akuntabel. 

Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan Forum Konsultasi Publik yang 
diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
pada tahun ini,  diharapkan antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat 
memperoleh solusi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 
 
 
 

Pelaihari,  29  April 2026 
     Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Kabupaten Tanah Laut, 
    

 

  
BUDI ANDRIAN SUTANTO ,S.Sos, M.M 

Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP.  197602182007011006 
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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan 

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai 

upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, 

transparan dan akuntabel. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pasal 1 (1) Setiap 

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar 

Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. 

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik 

diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam 

kerangka pelayanan publik. 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah koordinasi antara 

Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan dengan masyarakat 

diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan 

masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang 

diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.  

 

2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah : 

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat 

atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan. 
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Manfaat kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah : 

a. Pemerintah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan pelayanan 

publik. 

b.  Pemerintah mengetahui efektifitas dari kebijakan pelayanan publik yang 

ditetapkan.  

c. Masyarakat, dapat memperoleh kepastian layanan dan pengetahuan terkait 

berbagai kebijakan. 

 

3. Ruang Lingkup 

Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan DPMPTSP 

Kabupaten Tanah Laut diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk tatap muka 

dengan melibatkan pihak terkait diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten 

Bidang Administrasi umum, Kementerian/Lembaga/Pihak 

Korporasi/BUMN/BUMD/Perbankan/Koperasi yang mengisi gerai, Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Pelaku Usaha, Media 

Massa (Pers), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah 

Laut (selaku SKPD Layanan), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah 

Laut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, Dinas 

Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten 

Tanah Laut, dan Tokoh Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tanah Laut. 
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METODOLOGI PELAKSANAAN  

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN 

DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT   

 

 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu/evaluasi SOP dan  Standar Pelayanan 

MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut serta evaluasi penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut diselenggarakan di Ruang Rapat MAL 

Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut pada hari Rabu, 29 April 2026 pada pukul 

08.30 WITA s.d. selesai. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. Adapun pihak 

terkait yang dilibatkan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yaitu : 

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut; 

b. Asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan; 

c. Asisten Bidang Administrasi Umum; 

d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 

f. Unit Pelayanan pendapatan Daerah/ Samsat Pelaihari; 

g. Kejaksaan Tanah Laut; 

h. Pengadilan Negeri Pelaihari; 

i. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut; 

j. Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut; 

k. Pengadilan Agama Pelaihari; 

l. Kepolisian Resor Tanah Laut; 

m. Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari; 

n. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut; 

o. Badan Amil Zakat Nasional  Kabupaten Tanah Laut; 

p. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tanah Laut; 

q. BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tanah Laut; 

r. Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut; 
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s. Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari; 

t. PT Air Minum Berkah Banua; 

u. Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang; 

v. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tanah Laut; 

w. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; 

x. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut; 

y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut; 

z. Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) 

Kabupaten Tanah Laut; 

aa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut; 

bb.Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; 

cc. Pelaku Usaha;  

dd.Media Massa/Pers; dan  

ee. Tokoh Masyarakat. 

 

3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan SOP dan  Standar Pelayanan MAL 

Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut  diselenggarakan dengan metode tatap muka.  

 

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) 

Susunan acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan SOP dan  Standar 

Pelayanan MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut terdiri dari : 

a. Pembukaan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut mengenai 

Reviu/Evaluasi MPP serta Evaluasi Penyelenggaraan MPP Tanah Laut; 

b. Masukan kritik/saran dari peserta Forum Konsultasi Publik (FKP); 

c. Penandatangan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh 

perwakilan peserta FKP.  
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HASIL PELAKSANAAN  

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN 

DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT  

 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) 

Penyusunan SOP dan  Standar Pelayanan MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah 

Laut, maka beberapa identifikasi masalah yang berhasil terjaring yaitu : 

1. SOP dan Standar Pelayanan tiap gerai belum pernah di reviu/evaluasi . 

2. Masih kurangnya kedisiplinan petugas gerai dalam hal absensi kehadiran. 

3. Masih terdapat petugas gerai yang pulang sebelum jam pelayanan berakhir. 

2. Analisis 

a. SOP dan Standar Pelayanan tiap gerai belum pernah di reviu/evaluasi. 

SOP dan Standar Pelayanan  tiap gerai belum pernah direviu/evaluasi 

dikarenakan FKP baru dilaksanakan pada tahun ini. 

b. Masih kurangnya kedisiplinan petugas gerai dalam hal absensi kehadiran. 

Absensi kehadiran petugas gerai masih terdapat dibawah 50% hal ini 

dikarenakan tidak adanya informasi ketidakhadiran di gerai layanan. 

c. Masih terdapat petugas gerai yang pulang sebelum jam pelayanan berakhir.  

Masih ditemukan adanya Petugas gerai layanan yang pulang lebih awal sebelum jam 

pelayanan berakhir yaitu sebelum jam 13.00 WITA. 

 

3. Rencana Aksi 

A. Membagikan SOP dan Standar Pelayanan kepada masing-masing gerai untu 

direviu/evaluasi untuk kemudian dikumpulkan kembali apabila sudah di revisi 

yang nantinya akan dibakukan dalam bentuk keputusan kepala DPMPTSP 

Kebupaten Tanah Laut (selaku pengelola MPP Tanah Laut). 

B. Menyepakati kembali ketentuan kehadiran pelaksana (petugas gerai) yang 

tercantum dalam dokumen tata laksana Mal Pelayanan Publik pada angka 2 

poin terakhir (dokumen terlampir). 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

Reviu/evaluasi SOP dan  Standar Pelayanan MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah 

Laut serta evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), maka identifikasi 

masalah yang harus segera dilakukan rencana  aksinya yaitu: 

1. SOP dan Standar Pelayanan tiap gerai belum pernah di reviu/evaluasi . 

2. Masih kurangnya kedisiplinan petugas gerai dalam hal absensi kehadiran. 

3. Masih terdapat petugas gerai yang pulang sebelum jam pelayan berakhir. 
 

Keseluruhan identifikasi masalah tersebut merupakan saran/masukan dari 

perwakilan peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dituangkan ke dalam Berita 

Acara (terlampir). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Tanah Laut selaku koordinator Mal Pelayanan Publik  Tanah Laut 

berkomitmen untuk segera menindaklanjuti saran/masukan tersebut sebagai upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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LAMPIRAN I 

SURAT UNDANGAN 
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LAMPIRAN II 

 

BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 

           Jalan H.Boejasin Telp. (0512) 22323 Kode Pos 70814 

 
BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANAH LAUT 

 

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua 

Puluh Enam (Rabu, 29 April 2026), telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan 

hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut: 

No. Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Perbaikan 
Jangka Waktu 

Penyelesaian 

1. 

 

SOP dan Standar 

Pelayanan tiap gerai 

belum pernah di 

Reviu/Evaluasi . 

Masing-masing gerai mereviu/mengevaluasi 

SOP dan Standar Pelayanan yang diberikan 

di MPP. 

1 (Satu) Minggu 

 

2. 

 

Masih kurangnya 

kedisiplinan petugas 

gerai dalam hal absensi 

kehadiran. 

Menyampaikan informasi ketidakhadiran  

(apabila berhalangan hadir) kepada petugas 

resepsionis/grup Whatsapp MPP. 

 

1 (satu) Hari 

3. Masih terdapat petugas 

gerai yang pulang 

sebelum jam pelayanan 

berakhir. 

Menyepakati kembali perubahan Jam/Hari 

layanan yang diberikan di MPP. 

3 (Tiga) Hari 

Pihak DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut selaku koordinator Mal Pelayanan Publik 

Tanah Laut dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan 

berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi 

progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu 

penyelesaian yang telah disepakati bersama. 

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya. 
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LAMPIRAN III 

SALINAN DAFTAR HADIR 
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LAMPIRAN IV 

DOKUMENTASI KEGIATAN 
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LAMPIRAN V 

DOKUMEN TATA LAKSANA 
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